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PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Rengat  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx,  tempat  dan  tanggal  lahir  Lampung,  29  Agustus  1990,  agama  Islam,

pekerjaan  Supir,  Pendidikan  Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di  xx,

Desa  Buluh  Rampai,  Kecamatan  Seberida,  Kabupaten  Indragiri  Hulu,

Provinsi Riau sebagai  Pemohon;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Titian Resak, 10 Oktober 1993, agama Islam,

pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat Atas, tempat kediaman di  xx, Desa Buluh Rampai, Kecamatan

Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai  Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat  pemohonannya tanggal  30 September

2019  telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Rengat,  dengan  Nomor

xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt,  tanggal  3  Oktober  2019,   dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada

tanggal  18  Nopember  2011,  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Seberida,  Kabupaten  Indragiri  Hulu,
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dengan  bukti  Kutipan  Akta  Nikah  No  323/35/XI/2011,  tertanggal  18

Nopember 2011;

2. Bahwa  sesaat  sebelum memulai  akad  nikah  status  Pemohon  adalah

Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal  di  rumah  orang  tua  Termohon  di  Desa  Buruh  Rampai  selama  5

tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri masih di desa Buluh Rampai

selama 2 tahun hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bergaul

sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis,

namun  semenjak  di  akhir  tahun  2013  mulai  terjadi  pertengkaran  secara

terus  menerus  yang  sulit  untuk  diharapkan  rukun  kembali  penyebabnya

adalah :

a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah Pemohon

berikan setiap  bulannya,  yang mana Pemohon bekerja  sebagai  Sopir

yang berpenghasilan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) /bulannya;

b. Termohon  berselingkuh  dengan  laki-laki  yang  tidak  diketahui

namanya  oleh  Pemohon,  yang  sudah  Pemohon  dicurigai  sejak  awal

tahun 2016 dan baru terbukti pada pertengahan tahun 2016 yang mana

pada  saat  itu  Pemohon  mengecek  isi  pesan  (SMS  –  an)  Termohon

dengan selingkuhannya di handphone milik Termohon;

c. Termohon  memiliki  sifat  cemburu  yang  membuat  Pemohon

merasa tidak nyaman terhadap sikap cemburu Termohon’;

d. Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis dari Pemohon

dan apabila  Pemohon memintanya  Termohon  selalu  membuat  alasan

yang tidak rasional, Termohon sakit, tapi setelah diperiksa beberapa kali

ke dokter ternyata kondisi Termohon baik – baik saja;

e. Termohon  apabila  bertengkar  sering  mengeluarkan  kalimat

“ceraikan  saja  aku”,  namun  selama  ini  Pemohon  tidak

memperdulikannya;
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6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada

bulan  November  2018  yang  mana  sebab  puncak  pertengkaran  tersebut

adalah dikarenakan pada saat itu Pemohon sedang tidak ada pekerjaan,

diketahui  Pemohon  dan  Termohon  mempunyai  usaha  kedai  sembako,

Pemohon mengatakan untuk biaya hidup sementara dari hasil jualan saja,

sembari  Pemohon  mendapatkan  pekerjaan  lagi,  namun  Termohon

mengatakan tidak mau, hingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah

adalah Pemohon;

b. Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin komunikasi;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun

tidak menemukan solusi terkait permasalah yang dihadapi oleh Pemohon

dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cendrung memilih untuk

berpisah/bercerai;

8.  Bahwa  dengan  keadaan  tersebut  maka  tidak  ada  tujuan  berumah

tangga  yang  sakinah  mawadah  warohmah  sehingga  Pemohon  sudah

berketetapan  hati  untuk  mengajukan  gugatan  perceraian  ke  Pengadilan

Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  yang telah Pemohon sampaikan di atas,

maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat

Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus perkara ini untuk selanjutnya

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2) Memberikan izin kepada Pemohon  Xxx untuk Menjatuhkan Talak Satu

Raj’i terhadap Termohon Xxx di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

3) Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang undangan yang berlaku;

Subsidair :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan 
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putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in

person,  sedangkan  Termohon  tidak  hadir  dan  tidak  mengutus  orang  lain

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan

yang dibacakan di  persidangan,  Termohon telah dipanggil  secara resmi dan

patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan

yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasehati  Pemohon  agar

berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi

tidak wajib dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa  oleh  karena  nasihat  Majelis  Hakim  kepada   Pemohon  agar

berdamai  dengan  Termohon  tidak  berhasil,  maka   Ketua  Majelis  Hakim

membacakan  surat  permohonan  Pemohon  yang  isinya  tetap  dipertahankan

Pemohon;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  dalam  surat  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi  surat  keterangan  domisili  Penduduk  atas  nama

Pemohon  Nomor:  145/SKD/BLR/IX/2019/120  tanggal  30  September

2019,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Buluh  Rampai  Kecamatan

Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,  fotokopi tersebut sudah bermeterai

cukup dan telah  dinazegelen di  Pos,  serta  oleh  Ketua Majelis  sudah

dicocokkan dengan aslinya  ternyata  cocok dan diparaf  Ketua Majelis,

yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama  Pemohon    Nomor:

xxxtanggal  18  Nopember  2011,  yang dikeluarkan oleh  Kepala  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi

tersebut  sudah  bermeterai  cukup  dan  telah  dinazegelen  di  Pos  oleh
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Ketua  Majelis  sudah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  cocok  dan

diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode

P.2;

B. Bukti Saksi

Saksi  I.  xx,  umur  51  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  rumah  tangga,

bertempat tinggal di xxDesa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten

Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa  Saksi kenal dengan  Pemohon dan Termohon, Saksi adalah  ibu

kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon  adalah suami isteri sah, Pemohon dan

Termohon  menikah  pada  bulan  Nopember  2011  di  Seberida  Kabupaten

Indragiri Hulu; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon hidup  bersama

membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Bulu Rampai

dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  belum  dikaruniai  anak  sampai

sekarang;

- Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon pada  awal  pernikahan  hidup

rukun  dan  harmonis  saja,  namun  semenjak  tahun  2018  mulai  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena

Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa  antara  Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal  sejak

tahun 2018 yang lalu; 

- Bahwa  Pemohon yang  pergi  meninggalkan rumah kediaman bersama

karena Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga

kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II.  xx,  umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Mekanik),

bertempat tinggal di xx Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten

Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 
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- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah adik

kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon  adalah suami isteri sah, Pemohon dan

Termohon  menikah  pada  bulan  Nopember  2011  di  Seberida  Kabupaten

Indragiri Hulu; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon hidup  bersama

membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Bulu Rampai

dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  belum  dikaruniai  anak  sampai

sekarang;

- Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon pada  awal  pernikahan  hidup

rukun  dan  harmonis  saja,  namun  semenjak  tahun  2018  mulai  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena

Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa  antara  Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal  sejak

tahun 2018 yang lalu; 

- Bahwa  Pemohon yang  pergi  meninggalkan rumah kediaman bersama

karena Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga

kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Pemohon  telah   mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  di

persidangan,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  dengan  permohonan

Pemohon dan bermohon agar Majelis Hakim  menjatuhkan putusan dengan

mengabulkan  permohonan  Pemohon,  sedangkan  Termohon  tidak

menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala  yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  yang  diajukan  Pemohon  adalah  perkara

sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara

ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal

49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama

terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah

dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  perubahan  kedua  terhadap  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang Peradilan Agama jo.  Pasal  145 ayat  (1) dan (2)  R.Bg jo.  Pasal  26

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  berdasarkan  berita  acara

relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  datang  menghadap  dan  telah

mengemukakan  haknya  dipersidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  hadir  ke

persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak

ada  mengajukan  eksepsi  meskipun  pemanggilan  terhadap  Termohon  telah

dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi

Majelis  Hakim  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  ini  tanpa  hadirnya

Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal

oleh  Majelis  Hakim  dengan  menasehati  Pemohon  agar  berdamai  dengan

Termohon,  namun  tidak  berhasil,  sedangkan  upaya  damai  melalui  proses

mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib

dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dengan demikian berdasarkan

ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
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Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143

ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Majelis  Hakim  patut  dan  harus

menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa  dalam perkara ini

adalah bahwa  sejak tahun 2013,   terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan karena  Termohon  selalu  merasa  kurang  dengan  nafkah  yang

diberikan  Pemohon,  Termohon  berselingkuh  dengan  laki-laki  lain,  Termohon

tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon dan sampai saat ini Pemohon

dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan  P.2  serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat

keterangan  domisili  Penduduk  atas  nama  Pemohon,   bermeterai  cukup,

dinazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan

mengenai bukti kependudukan dan identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut

telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  oleh  karena  itu  bukti  tersebut

mempunyai  kekuatan yang sempurna dan cukup,  sesuai  dengan Pasal  288

R.Bg dan Pasal 1875 KUHPerdata; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2 (Fotokopi Kutipan  Akta  Nikah)  telah

bermeterai  cukup,  dinazegelen,  dan cocok dengan aslinya,  merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah

melangsungkan perkawinan pada tanggal  18 November 2011, tercatat  pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,  bukti

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  oleh  karena  itu  bukti

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai

Pasal 285 R.Bg  juncto Pasal 1870 KUH Perdata, untuk itu harus dinyatakan

terbukti  bahwa  Pemohon  dan  Termohon adalah  suami  istri  sah  dan  belum

pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  saksi  (xx dan  xx) yang  diajukan  Pemohon

keduanya  sudah  dewasa,  berakal  sehat,  dan  sebelum  memberikan
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keterangannya  telah  disumpah terlebih  dahulu,  oleh  karenanya kedua saksi

tersebut  memenuhi  syarat  formil  sebagai  saksi  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  pertama dan  kedua  Pemohon

mengenai  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dengan  Termohon,  dan

Pemohon dan Termohon telah berulangkali diupayakan untuk berdamai  namun

Termohon  tidak  mau  lagi  meneruskan  rumah  tangganya  dengan  Pemohon,

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  308  R.Bg.

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  pertama dan  kedua  Pemohon

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain, oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2

Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri,  menikah  pada

tanggal  18  November  2011 di  Kecamatan Seberida,  Kabupaten Indragiri

Hulu;

2. Bahwa  sejak  tahun  2013,  antara  Pemohon  dengan  Termohon  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  yang  disebabkan

Termohon merasa nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon kurang,

Termohon tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon,  dan sampai

saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan

suami istri;

3. Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  antara

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2018.

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan

perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti  surat P.1, berupa  fotokopi  surat keterangan

domisili  atas nama Pemohon dimana telah membuktikan bahwa  Pemohon

adalah  penduduk  Kabupaten   Indragiri  Hulu,   sehingga  baginya  berhak

mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Rengat;

2. Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah   atas nama Pemohon

dan Termohon, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah

pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi

Pemohon,  telah  terbukti  bahwa  hubungan  suami  isteri  antara  Pemohon

dengan  Termohon  tersebut  telah  pecah  (broken  mariage)  akibat  adanya

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  belum  pernah  melakukan

hubungan suami  istri  (qablad dukhul),  oleh karena itu  gugatan Pemohon

untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum;

Menimbang,  bahwa fakta hukum tersebut  telah memenuhi  ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf

(f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah

SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

عزََمُوا                                                                                       إنْ َٱ ٱوإَ إنّ  ٰلطلّ فإَ للهَّ ٱقَ

إيمٌ  علَ سَمإيعٌ

artinya: “Apabila mereka (suami-suami) berketetapan hati untuk thalak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Pemohon  dan Termohon belum pernah bergaul sebagaimana layaknya

suami istri, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi

Hukum Islam, maka talak Pemohon adalah talak bain Sughra,  oleh karena itu
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patut  dikabulkan dengan memberi  izin  kepada Pemohon untuk menjatuhkan

talak bain sughra terhadap Termohon; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  masuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama,  maka  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan  bahwa Termohon  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap    di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (xx)  untuk  menjatuhkan  talak  Bain

Sughra terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang  dilangsungkan  pada  hari  Selasa  tanggal  22  Oktober  2019  Masehi,

bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah, oleh kami  Dra. Hj. Rosnah

Zaleha  sebagai  Ketua Majelis,  Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.  dan Dra.

Mirdiah  Harianja,  M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh   Elpitria,  S.H.I.,M.H. sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran Rp30.000,00  

  2.  Proses Rp50.000,00  

  3.

  4. 

 Panggilan

 PNBP Panggilan 

Rp540.000,00

Rp20.000,00 

 

  5.  Redaksi  Rp10.000,00  

  6.  Meterai Rp6.000,00  

   Jumlah Rp656.000,00  

                                                       (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)  
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